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BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang disampaikan pada bab sebelumnya, maka dapat

disimpulkan bahwa dampak psikologis pidana penjara yang dirasakan oleh

Narapidana lanjut usia jauh lebih berat dibandingkan dampak psikologis pidana

penjara yang dialami Narapidana belum lanjut usia. Hal tersebut dikarenakan

kondisi fisik mereka yang sudah jauh menurun dan rentan akan penyakit, juga

ditambah dengan kondisi psikologis yang semakin sensitif dan mudah

tersinggung. Ditambah lagi beban psikologis yang harus ditanggung oleh

narapidana lanjut usia yang berupa rasa malu karena tidak menjadi teladan bagi

kaum muda dan tidak bisa menjalani masa tua mereka bersama dengan anggota

keluarganya.

Bentuk perlindungan hukum yang dilakukan oleh pihak lembaga

pemasyarakatan agar mengurangi dampak psikologis tersebut yaitu dengan

mengarahkan mereka pada kegiatan-kegiatan yang bersifat rohani spiritual dan

adanya pendampingan dari sarjana psikologi; Dilakukan pemeriksaan kesehatan

dan perawatan yang lebih rutin dan intensif, dan pengontrolan terhadap makanan

dan minuman yang akan dikonsumsi narapidana lanjut usia; Pihak lembaga

pemasyarakatan juga, mengadakan kegiatan dengan melibatkan partisipasi dari

masyarakat yang ditujukan agar dapat menghibur atau mengurangi beban mereka

di dalam penjara. Pihak lembaga pemasyarakatan lebih menghimbau agar
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keluarga atau orang-orang terdekat dari Narapidana lanjut usia, yang dapat lebih

sering menjenguk dan memberikan perhatian yang lebih kepada mereka, agar

mereka seolah-olah tetap dekat dengan keluarganya atau dengan kata lain tidak

dikucilkan, walaupun pada kenyataannya, mereka tetap di dalam lembaga

pemasyarakatan.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan oleh penulis yaitu sebagai berikut :

1. Pemerintah harus lebih memperhatikan kesejahteraan narapidana khususnya

Narapidana lanjut usia, dengan cara memberikan fasilitas dan pelayanan

kesehatan yang dibutuhkan narapidana lanjut usia.

2. Pemerintah diharapkan dapat menyusun peraturan yang mengatur mengenai

narapidana lanjut usia.

3. Hakim diharapkan dapat lebih bijaksana dalam menjatuhkan pidana penjara

bagi pelaku tindak pidana yang sudah lanjut usia, seperti dengan menjatuhkan

pidana bersyarat.

4. Keluarga dari narapidana khususnya narapidana lanjut usia dihimbau untuk

dapat memberikan perhatian yang lebih dalam artian lebih sering

mengunjungi dan selalu mengikuti perkembangan narapidana tersebut atau

tidak mengucilkan anggota keluarganya tersebut.

5. Masyarakat diharapkan untuk ikut berpartisipasi dalam memberikan perhatian

dan pendampingan bagi narapidana lanjut usia.
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